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PEMKOT SURAKARTA TARGETKAN LEBIH DARI 100 UNIT RTLH 

TERSENTUH BANTUAN 

 
Sumber Gambar: 

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/07/07/antarafoto-penataan-kawasan-kumuh-di-solo-

070723-ms-3.jpg.webp 

 

Isi Berita:   

Solo, Jawa Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, 

menargetkan lebih dari 100 unit rumah tidak layak huni (RTLH) tersentuh bantuan pada 

tahun ini untuk meringankan masyarakat. 

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Surakarta Taufan 

Basuki di Solo, Jawa Tengah, Senin, mengatakan dengan menggunakan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD), setidaknya ada 112 RTLH yang memperoleh 

bantuan peningkatan kualitas. 

"Selain itu, ada 30 unit rumah yang dibangun baru. Itu semua menggunakan APBD," 

katanya. 

Ia mengatakan anggaran yang digunakan untuk peningkatan kualitas RTLH sebesar Rp20 

juta/unit, sedangkan untuk pembangunan baru anggarannya sebesar Rp50 juta/unit. 

Meski demikian, realisasi penanganan RTLH baik untuk peningkatan kualitas maupun 

pembangunan baru bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari anggaran lain. 

"Kalau kemampuan penanganan yang bisa dipastikan kan dari APBD. Belum dari CSR 

masuk perusahaan, terus juga pusat," katanya. 

Melihat realisasi pada tahun lalu, dikatakannya, ada sebanyak 1.687 RTLH yang 

diselesaikan. Angka ini meningkat jika dibandingkan pada 2022, penyelesaian RTLH 

menyasar ke sebanyak 1.040 rumah. 

Sementara itu, pihaknya mencatat hingga saat ini jumlah RTLH di Solo yang masih 

memerlukan perbaikan sebanyak 3.447 unit. 

"Artinya, kalau seperti itu kan 2-3 tahun selesai," katanya. 
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Ia mengatakan untuk tahun ini, selain APBD ada juga CSR dari Uni Emirat Arab (UEA) 

untuk pembangunan baru 30 unit rumah. Angka ini sama dengan bantuan UEA pada 

tahun lalu yang juga 30 unit. 

Editor: Edhy Susilo 

 

Sumber Berita: 

1. https://jateng.antaranews.com/berita/523899/pemkot-surakarta-targetkan-lebih-

dari-100-unit-rtlh-tersentuh-bantuan, “Pemkot Surakarta Targetkan Lebih Dari 

100 Unit Rtlh Tersentuh Bantuan”, tanggal 12 Februari 2024. 

2. https://voi.id/berita/356237/pemkot-surakarta-targetkan-lebih-dari-100-rumah-

tak-layak-huni-dapat-bantuan-renovasi-hingga-bangun-ulang, “Pemkot Surakarta 

Targetkan Lebih dari 100 Rumah Tak Layak Huni Dapat Bantuan Renovasi 

hingga Bangun Ulang”, tanggal 12 Februari 2024. 

Catatan : 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai 

sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi 

daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan 

keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta 

hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.  

 Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. 

Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam 

rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau 

tujuan tertentu lainnya.1 Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah 

provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.2 

 Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai 

kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang 

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.3 

 Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan 

keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke 

Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar 

wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan 

                                                           
1 Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
2 Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
3 Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
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atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau 

kabupaten / kota kepada desa.4 

 Kepanjangan CSR adalah Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial 

perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki 

tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas 

hingga pemangku kepentingan.  CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban 

yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya 

dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan 

mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka 

timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.5 

 CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah 

program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang 

menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat 

termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.6 

 Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program 

pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang 

dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir 

membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran 

lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya. 7  

  Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 

Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak 

spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib 

tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan 

kepatutan dan kewajaran. 

 

Catatan Akhir : 

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi 

persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. 

(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 

07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). 

                                                           
4 Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
5 https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-

contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingg

a%20pemangku%20kepentingan. 
6 Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari 

:https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-

dan-contohnya, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12 
7 Ibid 
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2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) 

kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap 

terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 

tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang 

air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015). 

3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak 

memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus 

dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa 

kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan 

Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”). 

4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak 

memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana 

Prasarana Lingkungan). 

5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar 

sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

 

 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 


